PENGUMUIMAN/ PERA‘IURAN PEMERINTAH

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAU LAPORAN
HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 10/SEOJK.05/2016, tanggal 14 April 2015)

Direksi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan
Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi;

2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Pe-
rusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Perusahaan
Reasuransi Syariah;

3. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusa-
haan Pialang Reasuransi;

4. Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;

5. Pengurus Dana Pensiun;

6. Pengurus Dana Pensiun Syariah;

7. Direksi Perusahaan Pembiayaan; dan

8. Direksi Perusahaan Pemblayaan Svyariah,

di tempat. i

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal

5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor

1/POJK.05/2015 tentang

Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank (Lembaran Negata Republik In-
donesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5682}, perlu untuk
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
pedoman penerapan manajemen risiko serta bentuk,
susunan, dan tata cara penyampaian laporan hasil pe-
nilaian sendiri penerapan manajemen risiko bagi lem-
baga jasa keuangan non-bank sebagai berikut; -

KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini

yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang se-
lanjutnya disingkat LJKNB, adalah lembaga
yang melaksanakan kegiatan di sektor pera-
suransian, dana pensiun, dan lembaga pembi-
ayaan, yang meliputi:

a. perusahaan asuransi umum, perusahaan
asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi,
termasuk yang menyelenggarakan selu-
ruh atau sebagian usahanya dengan prin-
sip syariah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai

perasuransian; ‘

b. perusahaan pialang suransi, perusahaan
pialang reasuransi, dn perusahaan peni-
lai kerugian asuransisebagaimana dimak-
sud dalam peraturan jerundang-undangan
mengenai perasuransin;

¢. dana pensiun, termask yang menyeleng-
garakan seluruh atausebagian usahanya
dengan prinsip syarih ‘sebagaimana di-
maksud dalam peratran perundang-un-
dangan mengenai dan pensiun;

d. perusahaan pembiayaat termasuk yang me-
nyelenggarakan seluruhatau sebagian usah-
anya berdasarkan prinsi|syariah sebagaimana
dimaksud dalam peratien perundang-undan-
gan mengenai lembaga pmbiayaan.

2. Direksi:

a. bagi perusahaan asurasi umum, perusa-
haan asuransi jiwa, peisahaan reasuransi,
perusahaan pialang auransi, perusahaan
pialang reasuransi, peruahaan penilai keru-
gian asuransi, atau peruzhaan pembiayaan,
termasuk yang menyehggarakan seluruh
atau sebagian usahanyajerdasarkan prinsip
syariah, yang berbentukbadan hukum per-
serean terbatas adalah ceksi sebagaimana
dimaksud dalam peratthn perundang-un-
dangan mengenari perserdn terbatas:

b. bagi perusahaan asuran umum, perusa-
haan asuransi jiwa, peruihaan reasuransi,
perusahaan pialang asuinsi, perusahaan
pialang reasuransi, peruszaan penilai keru-
gian asuransi, atau periahaan pembiay-
aan, termasuk yangmenyenggarakan se-
luruh atau sebagian usahpya berdasarkan
prinsip syariah, yang berlintuk badan hu-
kum koperasi adalah pengrus sebagaima-
na dimaksud dalam peratan perundang-
undangan mengenai perkoprasian;

c. bagi dana pensiun termasukang menyeleng-
garakan seluruh atau sebagh usahanya ber-
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dasarkan pmsip syariah adalah pengurus dah/
atau pelaksna tugas pengurus sebagaimana
dimaksud dilam peraturan perundang-undan-
gan mengeai dana pensiun; atau -

d. bagi perushaan asuransi umum, perusa-
haan asunnsi jiwa, perusahaan reasur-
ansi, peruahaan pialang asuransi, peru-
sahaan pilang reasuransi, perusahaan
penilai kengian asuransi, termasuk yang
menyelengarakan seluruh atau sebagian
usahanya berdasarkan prinsip syariah,
yang berbntuk badan hukum usaha bers-
ama adalal direksi sebagaimana dimaksud
dalam angjaran dasar perusahaan.

3. Dewan Komigris:

a. bagi perushaan asuransi ymum, perusa-
haan asurasi jiwa, perusahaan reasuransi,
perusahaai pialang asuransi, perusahaan
pialang nasuransi, perusahaan penilai
kerugian a:uransi, atau perusahaan pembi-
ayaan, temasuk yang menyelenggarakan
seluruh atiu sebagian usahanya berdasar-
kan prinsi} syariah, yang berbentuk badan
hukum peseroan terbatas adalah dewan
komisaris sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai
perseroan terbatas;

b. bagi perusahaan asuransi umum, perusa-
haan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi,
perusahasn pialang asuransi, perusahaan
pialang reasuransi, perusahaan penilai keru-
gianasuransi, atau perusahaan pembiayaan,
termasuk yang menyelenggarakan seluruh
atau sebagian usahanya berdasarkan prin-
sip syafiah, yang berbentuk badan hukum
koperasi adalah pengawas sebagaimana di-
maksud dalam peraturah perundangundan-
gan mengenai perkoperasian;

¢. bagi dana pensiun termasuk yang meny-
elehggarak_an seluruh atau sebagian usa-
hanya berdasarkan prinsip syariah adalah
dewan pengawas sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan
mengenai dana pensiun; atau

d. bagi perusahaan asuransi umum, perusa-
haan ésuransi jiwa, perusahaan reasuransi,
perusahaan pialang asuransi, perusahaan
pialang reasuransi, perusahaan penilai

* kerugian asuransi, termasuk yang meny-
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elenggarakan seluruh atau sebagian usa-
hanya berdasarkan prinsip syariah, yang
herbentuk badan hukum usaha bersama
adalah dewan komisaris sebagaimana di-
maksud dalam anggaran dasar perusahaan.
Risiko adalah potensi terjadinya suatu peris-
tiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi
LJKNB.
Risiko Strategi adalah Risike yang muncul aki-
bat kegagalan penetapan strategi yang tepat
dalam rangka pencapaian sasaran dan target
utama LJKNB.

Risiko Operasional adalah Risiko yang muncul

sebagai akibatketidaklayakan atau kegagalan
proses internal, manusia, sistem teknologi in-
formasi dan/atau adanya kejadian yang ber-
asal dari luar lingkungan LJKNB.

. Risiko Aset dan Liabilitas adalah Risiko yang

muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan
aset dan liabilitas LJKNB.

Risiko Kepengurusan adalah Risike yang mun-
cul sebagai akibat kegagalan LJKNB dalam
memelihara komposisi terbaik pengurusnya,
yaitu Direksi dan Dewan Komisaris yang me-
miliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
Risiko -Tata Kelola adalah Risiko yang mun-
cul karena adanya potensi kegagalan dalam
pelaksanaan tata kelola yang baik (good gov-
ernance) LJKNB, ketidaktepatan gaya manaje-
men, lingkungan pengendalian, dan perilaku
dari setiap pihak yang terlibat langsung atau
tidak langsung dengan LJKNB.

10.Risiko Dukungan Dana adalah Risikc yang

11

muncu! akibat ketidakcukupan dana/modal
yang ada pada LJKNB, termasuk kurangnya
akses tambahan dana/modal dalam meng-
hadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal
yang tidak terduga.

.Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan pe-

rusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
untuk memenuhi kewajiban kepada tertang-
gung dan pemegang polis sebagai akibat dari
ketidakcukupan proses seleksi Risiko (under-

‘writing), penetapan premi fpricing), penggu-
-naan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

12.Risiko Pembiayaan adalah Risiko yang muncul

akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain
dalam memenuhi kewajiban kepada perusa-
haan pembiayaan.
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13.Manajemen Risiko adalah serangkaian prose-
dur dan metodologi yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
mengendalikan Risike yang timbul dari keg-
iatan usaha LJKNB.

14.0toritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya dis-
ingkat OJK, adalah lembaga yang independen,
yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam un-
dang-undang mengenai otaritas jasa keuangan.

TATA CARA PENYUSUNAN PEDOMAN PENERA- |

PAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LUKNB

1. Pedoman penerapan Manajemen Risiko LIKNB
merupakan pedoman yang berfungsi sebagai
standar penerapan Manajemen Risiko yang
wajib dimiliki oleh LJIKNB untuk memastikan
seluruh risiko atau potensi risiko diukur dan
dikendalikan dengan benar.

2. Pedoman penerapan Manajemen Risiko seb-
agaimana dimaksud pada angka 1, memuat
paling sedikit:

a. penerapan Manajemen Risiko secara umum
paling sedikit mencakup:
1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan
Komisaris;
2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan
penetapan limit Risiko:
3) kecukupan proses identifikasi, pengu-
kuran, pemantauan, dan pengendalian

Risiko;

4) sistem informasi Manajemen Risiko;
dan

5) sistem pengendalian intern yang
menyeluruh.

b. penerapan Manajemen Risiko untuk setiap
jenis Risiko sesuai jenis LIKNB sebagaima-
na diatur dalam Pasal 4 Peraturan OJK No-
-mor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan
Manajemen Risiko bagi LIKNB.

3. Dalam hal LJKNB berada dalam konglomerasi _

keuangan dan seluruh anggota konglomerasi
keuangan tersebut adalah LJKNB, penera-
pan Manajemen Risiko untuk setiap jenis
Risiko sesuai jenis LIKNB sebagaimana dia-
tur dalam Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 1/
POJK.05/2015 tentang Penerapan Manaje-
men Risiko-Bagi LJKNB.

4. Pedoman penerapan Manajemen Risiko seb-

agaimana dimaksud pda angka 1, disusun
dan ditandatangani olel Direksi dan diketahui |
oleh Dewan Komisaris.

. Penyusunan pedoman jenerapan Manajemen

Risiko setiap jenis LJKNBadalah sebagai berikut:

a. untuk peruéahaan suransi umum, peru-
sahaan asuransi jiwg dan perusahaan rea-
suransi, tidak termauk yang menyeleng- |
garakan seluruh uahanya berdasarkan
prinsip syariah, sevagaimana dimaksud
dalam Lampiran |;

b. untuk perusahaan palang asuransi, peru-
sahaan pialang reasvansi, dan perusahaan
penilai kerugian asuansi, sebagaimana di-
maksud dalam Lampran Ili;

c. untuk dana pensiun, tidak termasuk yang
menyelenggarakan sluruh usahanya ber-
dasarkan prinsip syaiah, sebagaimana di-
maksud dalam Lampran V;

d. untuk perusahaan penbiayaan, tidak terma-
suk yang menyelenggirakan seluruh usahan-
va berdasarkan prinsig syariah, sebagaimana
dimaksud dalam Lamgiran VII; dan

e. untuk perusahaan asuransi umum, perusa-
haan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi,
dana pensiun, dan penuséhaan pembiayaan
yang menyelenggarakan seluruh atau se-
bagian usahanya berdasarkan prinsip sya-
riah, sebagaimana dimaksud dalam Lampi-
ran IX, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Edaran QJK ini.

. Dalam hal LJKNB telah memiliki pedoman

penerapan. Manajemen Risiko namun belum
sesuai dengan pedoman penerapan Manaje-
men Risiko sebagaimana dimaksud dalam
lampiran Surat Edaran OJK ini, LJKNB harus
menyesuaikan pedoman penerapan Manaje-
men Risiko dimaksud dengan pedoman pener-
apan Manajemen Risiko sebagaimana dimak-
sud dalam lampiran Surat Edaran OJK ini.

. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko |

yang efektif LJIKNB harus melakukan langkah-

langkah persiapan, pengembangan dan/atau

penyempurnaan yang paling sedikit mencak-

up hal-hal sebagai berikut:

a. melaksanakan diagnosis dan analisis men-
genai organisasi, kebijakan, prosedur, dan
pedoman serta pengembangan sistem yang
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terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;

b. melakukan sosialisasi pedoman penerapan
Manajemen Risiko kepada pegawai agar
memahami praktik Manajemen Risiko, dan
mengembangkan budaya Risiko frisk cul-
ture} kepada seluruh pegawai pada setiap
tingkatan organisasi LIKNB;

c. memastikan bahwa satuan kerja yang
mempunyai fungsi sebagai pemantau
Risiko atau auditor internal ikut serta me-
mantau dalam proses penyusunan pedo-
man penerapan Manajemen Risiko dan
penerapan Manajemen Risiko tersebut.

IIl. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN HASIL PE-
NILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENER-
APAN MANAJEMEN RISIKO

%

Laporan hasil penitaian sendiri (se/f assess-
ment) penerapan Manajemen Risiko memuat
paling sedikit:

a. informasi umum LJKNB;

b. informasi keuangan per tanggal penilaian;
c. ikhtisar penilaian sendiri (self assessment)
atas penerapan Manajemen Risiko; dan
d. deskripsi penilaian sendiri (self assess-

ment) atas penerapan Manajemen Risiko
untuk setiap jenis risiko.
Laporan hasil penilaian sendiri {self assess-
ment) perierapan Manajemen Risiko disusun
dan ditandatangani oleh Direktur yang mem-
bawahkan fungsi Manajemen Risiko dan dik-
etahui oleh Dewan Komisaris.

. Dalam hal penyampaian laporan hasil penilaian

sendiri (self assessment) penerapan Manaje-
men Risiko dilakukan secara bersamaan
dengan penyampaian laporan hasil penilaian
tingkat risikoc sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2014 ten-
tang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank, maka laporan hasit pe-
nilaian sendiri (self assessment] penerapan
Manajemen Risiko tidak perlu memuat sub-
stansi sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf a dan huruf b.

Bentuk dan susunan laporan hasil penilaian
sendiri (self assessment) penerapan Manaje-
men Risiko sebagaimana dimaksud pada ang-
ka 1 adalah sebagai berikut:

a. untuk perusahaan asuransi umumi, peru-
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sahaan asuransi jiwa, dan perusahaan rea-
suransi, tidak termasuk yang menyeieng-
garakan seluruh usahanya berdasarkan
prinsip syariah, sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I;

b. untuk perusahaan pialang asuransi, peru-
sahaan pialang reasuransi, dan perusahaan
penilai kerugian asuransi, sebagaimana di-
maksud dalam Lampiran 1V;

¢. untuk dana pensiun, tidak termasuk yang
menyelenggarakan seluruh usahanya ber-
dasarkan prinsip syariah, sebagaimana di-
maksud dalam Lampiran VI;

d. untuk perusahaan pembiayaan, tidak terma-
suk yang menyelenggarakan seluruh usahan-
ya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran VIIi; dan

e. untuk perusahaan asuransi umum, perusa-
haan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi,
dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan
yang menyelenggarakan seluruh atau se-
bagian usahanya berdasarkan prinsip sya-
riah, sebagaimana dimaksud dalam Lampi-
ran X, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HA-
SIL PENILAIAN SENDIRI {SELF ASSESSMENT)
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1.

L JKNB harus menyampaikan laporan hasil pe-
nilaian sendiri (self assessment) penerapan
Manajemen Risiko kepada OJK secara online
melalui sistem jaringan komunikasi data OJX.
Dalam hal sistem jaringan komunikasi data
0JK belum tersedia, laporan hasil penilaian
sendiri (self assessment) penerapan Manaje-
men Risiko disampaikan secara online melalui
surat elektronik femail) resmi LJKNB dengan
melampirkan softcopy laporan hasil penilaian
sendiri (self assessment) penerapan Manaje-
men Risiko ke alamat email sebagai berikut:
a. mr.asuransi@aojk.go.id untuk perusahaan
asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa,
dan perusahaan reasuransi, tidak termasuk
- yang menyelenggarakan seluruh usahanya
berdasarkan prinsip syariah;
b. mr.penunjang@ojk.go.id untuk perusahaan
pialang asuransi, perusahaan pialang rea-
suransi, dan perusahaan penilai kerugian
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asuransi;

¢. mr.dapen@ojk.go.id untuk dana pensiun,
tidak termasuk yang menyelenggarakan se-
luruh usahanya berdasarkan prinsip syariah;

d. mr.pembiayaan@ojk.go.id untuk perusa-
haan pembiayaan, tidak termasuk yang
menyelenggarakan seluruh usahanya ber-
dasarkan prinsip syariah; dan

e. mr.iknb.syariah@ojk.go.id untuk perusa-
haan asuransi umum, perusahaan asuransi
jiwa, perusahaan reasuransi, dana pen-
siun, dan perusahaan pembiayaan yang
menyelenggarakan seluruh atau sebagian
'usahanya berdasarkan prinsip syariah.

. Dalam hal OJK mengalami gangguan teknis

pada saat batas waktu penyampaian laporan

hasil penilaian sendiri (se/f assessment/ pener-

apan Manajemen Risiko sehingga:

a. LJKNB tidak dapat menyampaikan laporan
hasil penilaian sendiri (se/f assessment/
penerapan Manajemen Risiko secara onfine

sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau _

angka 2; dan/atau

b. OJK tidak dapat menerima laporan hasil
penilaian sendiri (se/f assessment) penet-
apan Manajemen Risiko secara online se-
bagaimana dimaksud pada angka 1 atau
angka 2, OJK mengumumkan secara ter-

tulis kepada LJKNB pada hari yang sama

saat terjadinya gangguan teknis.

4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaima-

na dimaksud pada angka 3, penyampaian

laporan hasil penilaian sendiri (se/f assess-.

ment} penerapan Manajemen Risiko dilakukan
dalam bentuk hasil cetak komputer thardcopy)
paling lambat pada hari kerja berikutnya.

. Penyampaian laporan hasit penilaian send-

iri (self assessment] penerapan Manajemen
Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4

dilakukan melalui surat yang ditandatangani |

oleh Direksi.

iri {self assessment) penerapan Manajemen

Risiko sebagairﬁana dimaksud pada angka

4 dilakukan dengan salah satu cara sebagai

berikut; )

a. diserahkan langsung ke kantor OJK;

b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat:
atau

BTy e

. Penyampaian laporan hasil penilaian send- |

¢. dikirim melalui perusahaan jasa pengiri-
man/titipan,’

7. LJKNB dinyatakan telah menyampaikan lapo-

ran hasil penilaian sendiri. (self assessment)

penerapan Manajemen Risiko dengan keten- |

tuan sebagai berikut:

a.-untuk penyampaian secara onfine melaiui
sistem jaringan komunikasi data OJK, di-
buktikan dengan tanda terima dari OJK;

b. untuk penyampaian secara onfine m'elalui

email, dibuktikan dengan emaif tanda teri- .

ma dari 0JK; atau
¢. untuk penyampaian meialui surat, dibukti-

kan dengan:

1) surat tanda terima dari OJK, apabila lapo-
ran hasil penilaian sendiri (self assessment)
penerapan Manajemen Risiko diserahkan
langsung ke kantor OJK sebagaimana di-
maksud pada angka 6 huruf a; atau
tanda terima pengiriman dari kantor
pos atau perusahaan jasa pengiriman/
titipan, apabila laporan dikirim melalui
kantor pos atau perusahaan jasa pen-
giriman/titipan sebagaimana dimaksud
pada angka 6 huruf b dan huruf c.

2

—

V. PENUTUP

il

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai
berlaku pada tanggal ditstapkan.

. Laporan hasil penilaian sendiri (se/f assess-

ment/ penerapan Manajemen Risiko disam-
paikan pertama kali kepada OJK tahun 2017
untuk periode tahun 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
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